
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KATA  PENGANTAR 
 

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala 

yang diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rencana Kerja 

Sekretariat  Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 dapat terwujud. 

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 

merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan 

pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. 

Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Darah untuk periode satu tahun, yang memuat 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan 

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat. 

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Natuna Tahun 2024.  

Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur 

kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 dan 

menjadi pedoman Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 

untuk menyusun program dan kegiatan Tahun 2024 

 

Natuna,   Agustus 2023 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus 

memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut 

dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Sebelum 

penetapan Renja setiap Perangkat Daerah harus menyusun ranwal dan 

rancangan Renja. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 16, 

pasal 126 dan pasal 131 menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam 

penyusunan sesuai dengan tahapan.  

Diantara tahapan penyusunan dokumen Renja yang harus dilalui oleh 

Perangkat Daerah adalah : persiapan penysunan, penyusunan rancangan awal, 

penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat 

daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.  

Penyusunan rancangan Renja berpedoman pada Renstra Perangkat 

Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program kegiatan, lokasi 

kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam 

rancangan Renja Perangkat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Renja 

Perangkat Daerah.  

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan 

mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman 

pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta 



memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan 

kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi 

Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang 

strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah 

dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah 

daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan 

untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat 

Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima 

tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam 

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.  

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Kabupaten Natuna Tahun 2024 

merupakan tahun Kedua dari periode RENSTRA Sekretariat Darah Kabupaten 

Natuna Tahun 2022-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah 

Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis 

Sekretariat Daerah Tahun 2022-2026.  

RENJA Sekretariat Daerah Kabupate Natuna Tahun 2024 akan mengacu 

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang mengusung 

tema “Peningkatan Daya Siang Daerah melalui Penguatan infrastruktur dan 

Percepatan Peningkatan Ekonomi” Selain itu dalam penyusunan RENJA 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 memperhatikan isu strategis 

Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah 

Kabupaten Natuna tahun 2022-2026 yaitu : 1) Belum optimalnya implementasi 

Reformasi Birokrasi dan aspek Kebijkanan, pengawasan dan proses evaluasi, 

2).Kurangnya peahaman OPD dalam pelaksanaan delapan area perubahan, 



3).Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman OPD terkait laporan 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah.  

Tahapan proses penyusunan dan sistematika penyusunan Rencana 

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2024 berpedoman pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Keraja Pemerintah Daerah.  

 
1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025meliputi 

: 

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700  

3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 



4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

5) Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6042). 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

8) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 



9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114); 

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

odefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah 



15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 

16) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor  8 tahun 2011  tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8 Seagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 

2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 

8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Darah Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4); 

17) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor  20 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-

2026; 

18) Peraturan Bupati Natuna nomor 1 Tahun 2022 Tentang Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat 

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah 

Dan Badan Kabupaten Natuna; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud RENJA Sekretariat Daerah disusun sebagai pedoman dan arah 

bagi Sekretariat Daerah Kaupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD 

Kabupaten Natuna dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah. 

Adapun tujuan RENJA inia dalah disusun agar tujuan dan sasaran 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2024 dapat dicapai. 

 
1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Natuna tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :  

BAB I. Pendahuluan 

 1.1.Latar Belakang 

 1.2.Landasan Hukum 

 1.3.Maksud dan Tujuan 

 1.4.Sistematika Penulisan 

BAB II.HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 

 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian  

       Renstra  Sekretariat Daerah 

 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 

 2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

 2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

 2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

BAB III.TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH 

 3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

 3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah 

 3.3.Program dan Kegiatan 

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  

BAB V. PENUTUP 

LAMPIRAN 



 
BAB II 

 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA 
 
 
Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa 

evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja mencakup telahaan hasil 

evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah, 

berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana 

Kerja tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing masing unit kerja 

dan atau laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun berkenaan.  

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah meliputi seluruh 

program dan kegiatan menyangkut realisasi capaian target kinerja kelauran kegiatan 

dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD Kabupaten 

Natuna 2021-2026 dan Renstra Sekretariat Daerah 2022-2026.  

 

2.1. Evalusi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya 

Evaluasi capaian kinerja 2022 dilakukan dengan maskud untuk dapat 

mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil , kemajuan dan kendala 

yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana Pembangunan dapat dinilai dan 

dipelajari untuk perbikan pelaksanaan rencana Pembangunan dimasa akan 

datang. Berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU Sekretariat Daerah Kabupaten 

Natuna Tahun 2022 berdsarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 

Kabupaten Natuna 2022-2026 , dapat dilihat pada table berikut :  

 
 
 
 
 



 
Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Sasaran Renstra 
 

 
 

Ditahun 2022 merupakan periode pertama (n1) dari Rencana Strategis 

Sekretariat Daerah periode 2021-2026 yaitu dengan rumusan sasaran dan 

indikator yang baru menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk lima 

tahun kedepan. Sebagaimana dalam table.1 bahwasanya Sekretariat Daerah 

memiliki 4 sasaran dan 4 indikator yaitu masing masing diantaranya adalah :  

a) Sasaran 1 Upaya meningkatkan pembinaan TPQ/TPA/MDA di 

Daerah dengan indikator Persentase pembinaan terhadap 

TPQ/TPA/MDA. Dengan rumusan yaitu perbandingan antara 

jumlah TPQ/TPA/MDA yang dilakukan pembinaan dengan jumlah 

TPQ/TPA/MDA yang ada seluruhnya di Kabupaten Natuna.  

b) Sasaran 2 yaitu Upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah 

dengan indikator nilai SAKIP Daerah. Nilai ini diperoleh dari hasil 

penilaian dari TIM SAKIP Pusat. 

c) Sasaran 3 yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah dengan indikator adalah Nilai LPPD. Nilai 

LPPD diperoleh dari hasil evaluasi EPPD dari pemerintah pusat.  

Realisasi Proyeksi

2022 2023 2024 2022 2023

Meningkatnya pembinaan 

TPQ/TPA/MDA di Daerah

Persentase Pembinaan 

TPQ/TPA/MDA
56% 59% 62% 94.82% 96.16%

Meningkatnya kinerja pemerintah 

daerah

Nilai SAKIP Daerah
78.00 79.5 80.00 73.84 73.98

Meningkatnya Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah

Nilai EPPD dalam LPPD
2.6 3.3 3.34 3.31 2.09

Meningkatnya Kepuasan Masyaralat 

Terhadap Pelayanan Publik

Nilai Indeks Kepuasan 

Masayrakat 3.46 3.47 3.48 3.41 3.71

SASARAN INDIKATOR
Target Renstra



d) Sasaran 4 yaitu Meningkatkan kepuasan masyarakat teradap 

pelayanan public dengan indikator nilai kepuasan masyarakat 

(IKM). Adapun rumusanny adalah dari hasil survey terhadap 

pelayanan public dengan respondensi dari pengguna jasa 

pelayanan public.  

                           Tabel 2. Capain Sasaran Program dan Indikatornya 

 

Realisasi 
Proyeksi 

Capaian

2022 2022 2023

 Indeks Kelembagaan
60 80 85

 Nilai Laporan LKJIP 78.4 58.1 58.1

Persentase Pelayanan Kedinasan 

kepala Daerah
100 100 100

Persentase Layanan Dukungan 

Administrasi Kesekretariatan yang 

sesuai SOP

80 83 85

Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa
50 57 63

Persentase Realiasi Pelaksanaan 

Pembangunan
90 91% 90.89

Tingkat Inflasi Daerah 3.13 NA 3.13

Persentase Pemenuhan 

Koordinasian Bidang Keagamaan
3 NA 90

Persentase Peningkatan Pembinaan 

TPQ/TPA
3% 41% 45%

Indeks Kualitas Kebijakan 80 80 38.54

Persentase Kerjasama yang ditindak 

lanjuti
90 90 70

Peningkatan Nilai LPPD 2.9 3.13 3.2

Program Penunjang Urusan Pemerintaha 

Daerah Kabupaen/Kota

Program Perekonomian dan 

Pembangunan

Program Pemerintah dan Kesejahteraan

Target 

ResntraIndikatorProgram



 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 

didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis , disajikan pada table sebagai 

berukut :  

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Utama Sekretariat Daerah 
Kabupaten Natuna 

 

Reaslisasi masing masing Indikator Sasaran diperoleh dengan 

memperhitungkan sebagai berikut :  

a) Realisasi Indikator Persentase Pembinaan TPQ/TPA/MDA diperoleh 

berdasarkan hasil pembinaan berupa bantuan operasional terhadap lembaga 

TPQ/TPA/MDA yang ada di Kabupaten Natuna. Dari target 56% pembinaan 

TPQ/TPA/MDA tahun 2022 dapat direalisasikan melebihi target yaitu 94.82%. 

Terjadi peningkatan siginifikan disebabkan banyaknya rumah rumah ibadah 

yang memiliki TPA/TPQ aktif dan mengajukan bantuan operasional.  

 

 

Target Realisasi Capain

2022 2022 %

Meningkatnya pembinaan 

TPQ/TPA/MDA di Daerah

Persentase Pembinaan 

TPQ/TPA/MDA
56% 94.82% 169.3%

Meningkatnya kinerja pemerintah 

daerah

Nilai SAKIP Daerah
78.00 73.84 94.7%

Meningkatnya Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah

Nilai EPPD dalam LPPD
2.6 3.31 127.3%

Meningkatnya Kepuasan Masyaralat 

Terhadap Pelayanan Publik

Nilai Indeks Kepuasan Masayrakat
3.46 3.41 98.6%

SASARAN INDIKATOR



b) Realisasi nilai SAKIP Daerah diperoleh dari hasil penilaian oleh KemenpanRB 

dengan menilai terhadap beberapa variable penilaian. Tahun 2022 nilai SAKIP 

Daerah memperoleh 73,84 masih belum mencapai target 78. Hal ini 

disebabkan oleh beebrapa variable penilaian yang belum terpenuhi maksimal 

oleh Daerah.  

c) Realisasi nilai EPPD dalam LPPD dinilai dari hasil penilaian Kemendagri 

terhadap kinerja Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam LPPD. Nilai 

hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) yang 

diperolah tahun 2022 oleh Kabupaten Natuna adalah senilai 3.31  dari target 

yaitu 2.60.  

d) Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dinilai dari hasil penilaian 

terhadap pelayanan publik yang ada di Pemerintahan Kabupaten Natuna. Nilai 

yang diperoleh tahun 2022 naik signifikan yaitu 4.16 dari target 3.46. Faktor 

Pendukung atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah 

ditetapkan adalah sebagai berikut : Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan 

public sesuai dengan standar pelayanan public, Komitmen dari stakeholder 

dan ASN dalam memberikan pelayanan public yang prima, Adanya dukungan 

sumberdaya anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan. 

 

 



 
2.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daeah 
 

Dengan memeprtimbangkan hasil identifikasi permasalahan 

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah, telaahan terhadap 

visi misi Kepala Daeah Kabupaten Natuna, maka diperoleh isu-isu penting 

dalam perencanaan Pembangunan di Kabupaten Natuna yaitu : 

a) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi 

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan 

Sekretariat Daerah masih belum optimal dan perlu mendapat 

perhatian serius, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta 

jangkauan layanan informasi bagi public atas hasil Pembangunan 

daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme 

aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang 

kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/ asset 

pemerintah daerah, kurang nya kualitas pelayanan publik, pelayanan 

data perencanaan, kurang intensnya pelaskanaan monitoring dan 

evaluasi, kurang optimalnya penataan sistem manajemen SDM 

aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan pengadaan 

barang dan jasa.  

b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Masyarakat 

Kabupaten Natuna diantaranya dilaksanakan melalui pembinaan 

mental keagamaan. Pengembangan dan pembinaan kehidupan 



keagamaan diarahkan kepada pemahaman dan implementasi 

terhadap nilai nilai agama yang terwujud dalam prilaku bermoral.  

c) Sinergitas dan koordinasi perumusn kebijakan kesejahteraan 

Masyarakat dan sosial 

Kesejahteraan Masyarakat tidak terlepas dari isu kemiskinan 

dan pengangguran. Kemiskinan ditandai dengan naiknya angka 

kemiskinan Kabupaten Natuna. Pengangguran di Kabupaten Natuna 

mengalami sedikit penurunan. Angka kemiskinan dan Pengangguran 

yang ada menyebabkan pemerataan kesjehteraan / distribusi 

pendapatan dan ketimpangan cukup tinggi, hal ini memerlukan 

koordinasi lintas sektor dan sinergitas perumusan kebijakan dalam 

penanganan dan peningkatan masalah kesejahteraan sosial. 

d) Sinergitas dan koordinasi perumusan penguatan perekonomian 

Masyarakat berbasis pada potensi sumber daya local 

Isu penguatan perekonomian Masyarakat berbasis pada 

peningkatan potensi sumber daya lokal menjadi hal yang paling 

penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat. 

Penguatan potensi ini dilakukan melalui pengembangan usaha mikor 

kecil dan menengah agar mampu bertahan dan bertumbuh sebagai 

penopang perekonomian daerah.  

Belum optimalnya perumusan kebijakan penguatan 

perekonomian menjadi salah satu factor penyebab melambatnya 

pertumbuhan ekonomi daerah dibandingkan Kabupaten lain yang 

ada di Propinsi Kepulauan Riau. 



 
 

2.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 

adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas, 

meningkatkan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan kebijakan pelayanan 

publik dan meningkatkan kebijakan bina mental spiritual. Untuk mencapai 

tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.  

Rancangan Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran 

dan program yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Tahun 2024 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap 

tahunnya. Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan 

antara racangan awal RKPD dengan hasil analisi kebutuhan. Proses ini 

dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan 

yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan rill 

Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat 

dilihat pada table dibawah berikut.  

 

 

 

 

 

 

 



Bagian Tata Pemerintahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bagian Hukum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bagian Organisasi 

 

 

 



 

Bagian Perekonomian 

 

 

 



 

Bagian Administrasi Pembangunan 

  



 

Bagian Kesra 

 

  

 



 

Bagian Protokol  

  

 

 



Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

 

 

 

 

 

 



Bagian Kerja Sama 

 

 

 

 

 

 



Bagian Umum 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Dalam pelaksanaan proses Musrenbang di tingkat Kecamatan,  terdapat 

beberapa usulan kegiatan dari Masyarakat/desa ke Sekretariat Daerah diantara 

ditujukan ke Bagian Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Tata 

Pemerintahan. Untuk lebih jelas disajikan pada table dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BAB III 
 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 
 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 
 
 Kualitas rencana Pembangunan daerah dapat dinilai dari sejauhmana integrasi, 

sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antara pusat, provinsi dan Kabupaten serta 

adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 

dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan 

Pembangunan daerah.  

 Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna ditetapkan dalam 

rangka mewujudkan tujuan setiap misi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten 

Natuna. Lebih lanjut, sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna yang tertuang 

dalam dokumen Renstra juga harus sinergis mendukung pencapaian sasaran 

pemerintah pusat, Pemerintah Provinisi. Dengan demikian, sinergi perencanaan dapat 

terwujud dan dilaksanakan dalam perenanaan satu tahun. Berikut ini adalah 

keterhubungan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dengan 

Resntra Sekretariat Daerah Provinsi.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Sasaran Renstra 
Kementerian Dalam 
Negeri 2020-2024 

Sasaran Renstra 
Sekretariat Daerah 

Provinsi Kepri 2021-
2026 

Sasaran Renstra 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Natuna 

2022-2026 

S.7. Meningkatnya tata 
Kelola pemerintahan 
dalam negeri yang 
adaptif, professional dan 
inovatif 

S.2. Meningkatnya 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan umum dan 
otonomi daerah yang 
akuntabel 

S.2. Meningkatkan Kinerja 
Pemerintah Daerah 
 
S.3. Meningkatnya 
Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah 

S.10. Meningkatnya 
Kualitas Refomrasi 
Birokrasi di Lingkungan 
Kementerian Dalam 
Negeri 

T.2. Terwujudnya tata 
Kelola pemerintahan yang 
bersih, kuat dan 
antisipatif 

T.2 Meningkatnya 
birokrasi yang bersih dan 
akuntabel 

 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 
  
 Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) tahun 

2021-2026 Kabupaten Natuna memiliki Visi “ Terwujudnya Kabupaten Natuna 

sebagai Kabupaten Maritim yang unggul, eksotis, aman dengan 

kemandirian ekonomi berlandasakan nilai religious dan kultural”. Kemudian 

diturunkan menjadi 7 (tujuh) misi yaitu :  

1) Akselrasi peningkatan kualitas sumber daya manusia 

2) Mewujudkan kamandirian ekonomi berbasis potensi lokal 

3) Menciptakan Kawasan pebatasan yang aman, strategis dan eksotis 

4) Akselarasi Pembangunan infrastrukutr yang tertib dan teratur 

5) Menciptakan kualitas, daya tamping dan daya dukung lingkungan hidup yang 

berkelanjutan 

6) Menciptakan reformasi birorkasi yang cerdas 

7) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

 



Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna adalah Perangkat Daerah yang 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian 

administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan 

administrative mendukung mewudjudkan misi “Menciptakan Reformasi Birokrasi 

yang Cerdas”  

Demi terwujudkanya visi misi Kabupaten Natuna RPJMD tahun 2021-2026 serta 

untuk menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan Pembangunan, 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna memiliki 3 (tiga) tujuan :  

Tabel: Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Guna mewujudkan misi kepala daerah, maka Sekretariat Daerah merumuskan 

tujuan dan sasaran serta target indikator yang akan dicapai pada tahun 2024. 

Berikut ini target indikator kinerja utama Sekretariat Daerah :  

 

 
 



Tabel : Target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2024 
 

 
 
 
 
3.3. Program dan Kegiatan 
 
 Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan 

kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2024 dengan 

berpedaman pada Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerrah, Sekretariat Daerah 

akan melaksanakan 3 Program dan 18 Kegiatan.  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini terdiri dari 10 

Kegiatan yaitu: 

a. Kegiatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah 

b. Keiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daeah 

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

2022 2023 2024

Meningkatnya pembinaan 

TPQ/TPA/MDA di Daerah

Persentase Pembinaan 

TPQ/TPA/MDA
56% 59% 62%

Meningkatnya kinerja pemerintah 

daerah

Nilai SAKIP Daerah
75.00 76.15 76.90

Meningkatnya Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah

Nilai EPPD dalam LPPD
2.6 3.3 3.34

Meningkatnya Kepuasan Masyaralat 

Terhadap Pelayanan Publik

Nilai Indeks Kepuasan 

Masayrakat 3.46 3.47 3.48

SASARAN INDIKATOR
Target Renstra



f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

i. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah 

j. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Koomunikasi Pimpinan 

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Program ini terdiri dari 4 

kegiatan yaitu: 

a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan 

b. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah 

c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 

d. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 

3. Program Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 4 Kegiatan yaitu :  

a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 

b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam  

c. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 

d. Kegiatan Pengellaan Pengadaan Barang dan Jasa 

 

 

 

 

 



Tabel : Program dan Kegiatan Tahun 2024 

 

Satuan Volume

1.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan 

Rakayat

Penngkatan Pembinaan 

TPQ/TPA/MDA
Persen 3

1.1.Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan 

Kesejahteraan Rakyat

Pengoordinasian kebijakan 

kesejahteraan rakyat
Persen 100

1.1.1.Sub Kegiatan Fasilitasi Bina Mental Spritual Dokumen Hasil fasilitasi pengelolaan 

Bina Mental Spritual
Dokumen 7

1.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan 

Rakayat

Pemenuhan indikator LPPD oleh 

Perangkat Darah
Persen 100

1.1.Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi 

Tata Pemerintahan
persen 90

1.1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan 

Otonomi Daerah

Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan 

Otonomi Daerah
Dokumen 1

Indeks Kualitas Kebijakan Nilai 83

1.2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Produk Hukum Yang Di Undangkan Persen 73

1.2.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan 

Produk Hukum Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah yang 

di fasilitasi
Dokumen 530

1.2.2. Sub Kegiatan Pendokumentasian PHD 

dan Pengelolaan Informasi Hukum

Jumlah PHD yang didokumentasikan 

pada DJIH 
Dokumen 430

Kerjasama yang ditindaklanjuti Persen 90

1.3. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
Kerjasama yang disepakati Persen 90

1.3.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam 

Negeri
Dokumen Kerjasama Mou atau PKS Dokumen 11

2.Program Perekonomian dan Pembangunan
Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa Nilai 56

Pengadaan yang dilakukan dengan 

metode kompetitif
Persen 3.6

Rasio Belanja yang dilakukan melalui 

pengadaan
Nilai 15

2.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan 

Pengadaan Secara Elektoronik

Hasil Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik
Laporan 12

2.1.2. Sub Keg Pengelolaan Pengadaan Barang 

dan Jasa

Hasil Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa
Dokumen 75

Realisasi Pelaksanaan 

Pembangunan
Persen 90

2.2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi 

Pembangunan

Capaian kinerja pelaksanaan 

administrasi pembangunan
Persen 90

2.2.1. Sub Keg Pengendalian dan Evaluasi 

Program Pembangunan

Laporan Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan program pembangunan
Laporan 1

2.2.2. Sub Keg Pengelolaan Evaluasi dan 

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Laporan hasil evaluasi pelaksanaan 

pembangunan
Laporan 12

Tingkat Inflasi Daerah IHK 3.03

2.3.Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan 

Perekonomian

Pengoordinasian dan Penyusunan 

kebijakan perekonomian
Persen 60

2.3.1. Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi, Monev 

kebijakan pengelolaan BUMD, BLUD

Pengawasan terhadap kinerja BUMD 

dan BLUD
Unit 2

2.3.2. Sub Keg Pengendalian dan Distribusi 

Perekonomian

Laporan pengendalian dan distribusi 

perekonomian
Laporan 15

 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota
Indeks Kelembagaan Nilai 68

3.1. Kegiatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah dengan tatakelola 

baik
Persen 100

3.1.1 Sub Keg Peningkatan Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi

Jumlah dokumen peningkatan kinerja 

da RB
Dokumen 37

3.1.2. Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlahdokumen koordinasi dan 

penyusunan laporan kinerja 
Dokumen 46

3.1.3. Sub Keg Fasilitasi Layanan Publik dan 

Tata Laksana

Laporan hasil fasilitasi pelayanan 

publik dan Tata Laksana
Laporan 72

3.2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan 

Evaluasi Kinera Perangkat Daerah
Realisasi Kinerja Perangkat Darah persen 85

3.2.1. Sub Keg Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pd
Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahDokumen 1

2.1. Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

INDIAKTOR  PROG/KEG/SUBKEG



 
 

BAB IV 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 
 

4.1. Rencan Kerja dan Pendanaan 
 
 Dalam mewujdukan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Natuna Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan 

program dan kegiatan berserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. 

Dalam merumuskan program dan kegiatan berserta indikatornya tersebut terdapat 

beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya :  

1) Mempedomani RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 serta Resntra Sekretariat 

Daerah 2022-2026. 

2) Mendukung pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2021-

2026  yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan daerah 

Kabupaten Natuna. Secara umum Sekretariat Daerah bertugas membantu 

Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 

administrasi.  

3) Keserasian dan keterpaduan Pembangunan baik perencanaan Pembangunan 

ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka 

Pembangunan daerah. 

4) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan 

perencanaan Pembangunan daerah 

5) Program dan Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu isu 

strategis Sekretariat Daerah 



6) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efiseinsi dan 

efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.  

 

Secara garis bersar rumusan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat 

Daerah Kabupaten Natuna tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 3 

program dan 18 kegiatan dan 48 Sub kegiatan 

2. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program 

dan kegiatan Renja tahun 2024 adalah sebesar Rp. 62.924.269.700 yang 

bersumber dari APBD Kabupaten. Adapun rekapitulasi program kegiatan 

dan pendanaan tahun 2024 disajikan dalam tabel pada lampiran.  

 

4.2. Cascading dan Crosscuting 

Cascading kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan 

kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang 

ingin capai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategis. Berikut Gambar Cascading Sekretariat Daerah Kab.Natuna:  



 

Sedangkan cross cutting program merupakan upaya penyelarasan program dan 

kegiatan pemerintah di tingkat unit kerja sebagai bentuk sinergitas antar unit kerja di 

lingkungan Sekretariat Daeah Kabupaten Natuna. Kinerja berjenjang antara atasan 

dan bawahan sebagaimana dalam pemerintahan daerah yang dimana Sasaran pada 

pimpinan Eselon II, diturunkan kepada Eselon III dan IV selanjutnya dikerjakan oleh 

staf.  

Tabel Crosscutting Sekretariat Daerah 

 
 
 

 
 

 

Tujuan Utama Sasaran Kinerja Utama Indikator Kinerja Program
Unit 

Penanggungjawab

Meningkatnya Tata Kelola 

Pemerintahan Daerah

Meningkatkan Tatakelola 

Kelembagaan dan layanan 

administrasi pemerintahan 

Meningkatkan keterbukaan dan 

transparansi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota

Bagian Organisasi, 

bagian umum , Bagian 

Humas

Meningkatnya peneyrapan 

anggaran dan proyek 

infrastruktur ekonomi

Meningkatkan penyelenggaraan 

Pengadaan Barang dan Jasa dan 

Persentase Peneyrapan 

Anggaran dan Pelaksanaan 

Pembangunan

Program Perekonomian 

dan Pembangunan

Bagian PBJ dan Bagian 

Adpmeb

Meningkatnya 

penyelengaraan Urusan 

pemerintahan

Meningkatkan capaian nilai 

LPPD, Meningkatkan kualitas 

kebijakan dan Memperluas 

kerjasama daerah dan

Program Pemerintahan 

dan Kesejahteraan Rakyat

Bagian Tapem, Bagian 

Hukum dan Bagian 

Kerjasama

Meningkatnya Birorkasi 

Bersih dan Akuntabel



 
BAB V 

PENUTUP 
 

 
Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah 

merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan 

keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Natuna.  

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna merupakan dokumen 

yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan kegiatan 

administrasi Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. Sekretariat 

Daerah dapat berperan dalam merumuskan kebijakan publik sehingga diharapkan 

akan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, juga 

diharapkan mampu mengimplementasilkan profesionalismenya dengan berpikir 

rasional, memiliki komitmen dan etika, baik sebagai fasilitator maupun advisor 

perumusan kebijakan publik. Sebagai fasilitator Sekretariat Daerah diharapkan dapat 

memfasilitasi pelaksanaan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas, Lembaga Teknis Daerah dapat berjalan 

selaras, serasi dan seimbang dalam suatu mekanisme kerja yang sistematis dan 

terpadu.  

Rencana Kerja Sekretariat Daerah akan dapat dicapai apabila ada komitmen 

dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggung 

jawab serta pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta 

menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa secara pribadi.  

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan 

bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi 

implementasinya yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi. 



Demikian semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna ini 

disusun untuk dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. 

 

 
 






















